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I.  DATA PRIBADI

1.  Nama DR. Ir. RIWANTORO, M.M.:

2.  Jabatan : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL - 

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

3.  NHK : 111556

: Jl. HARSONO RM. NO. 3, JAKARTA SELATAN4.  Alamat Kantor

: 28 Oktober 2011, 13 Oktober 20145.  Tanggal Pelaporan

28 Oktober 2011 13 Oktober 2014

Status Laporan

II.  DATA HARTA

Rp. Rp.  1.036.296.000 401.192.000A. HARTA TIDAK BERGERAK 

(TANAH DAN BANGUNAN)

1. Tanah & Bangunan seluas 1.127 m2 

& 110 m2, di Kabupaten BOGOR, 

yang berasal dari HASIL SENDIRI , 

perolehan dari tahun 2000 sampai 

dengan 2014 (Perubahan Atas Data 

yang dilaporkan sebelumnya)

Rp. Rp. 78.128.000  171.631.000

2. Tanah & Bangunan seluas 683 m2 & 

30 m2, di Kabupaten BOGOR, yang 

berasal dari HASIL SENDIRI , 

perolehan dari tahun 2000 sampai 

dengan 2011 (Perubahan Atas Data 

yang dilaporkan sebelumnya)

Rp. Rp. 58.712.000  73.349.000
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28 Oktober 2011 13 Oktober 2014

Status Laporan
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3. Tanah & Bangunan seluas 113 m2 & 

90 m2, di Kabupaten BOGOR, yang 

berasal dari HASIL SENDIRI , 

perolehan dari tahun 2008 sampai 

dengan 2009 (Perubahan Atas Data 

yang dilaporkan sebelumnya)

Rp. Rp. 139.552.000  166.446.000

4. Tanah seluas 400 m2 , di Kabupaten 

BOGOR, yang berasal dari HASIL 

SENDIRI, perolehan dari tahun 2008 

sampai dengan 2009 (Perubahan 

Atas Data yang dilaporkan 

sebelumnya)

Rp. Rp. 25.600.000  41.200.000

5. Tanah seluas 550 m2 , di Kabupaten 

BOGOR, yang berasal dari HASIL 

SENDIRI, perolehan tahun 2011 

(Perubahan Atas Data yang 

dilaporkan sebelumnya)

Rp. Rp. 35.200.000  56.650.000

6. Tanah seluas 500 m2 , di Kabupaten 

BOGOR, yang berasal dari HASIL 

SENDIRI, perolehan tahun 2011 

(Perubahan Atas Data yang 

dilaporkan sebelumnya)

Rp. Rp. 32.000.000  51.500.000

7. Tanah seluas 500 m2 , di Kabupaten 

BOGOR, yang berasal dari HASIL 

SENDIRI, perolehan tahun 2011 

(Perubahan Atas Data yang 

dilaporkan sebelumnya)

Rp. Rp. 32.000.000  51.500.000

8. Tanah seluas 500 m2 , di Kabupaten 

BOGOR, yang berasal dari HASIL 

SENDIRI, perolehan tahun 2012 

(Penambahan Data Baru)

Rp.-----  51.500.000

9. Tanah seluas 500 m2 , di Kabupaten 

BOGOR, yang berasal dari HASIL 

SENDIRI, perolehan tahun 2012 

(Penambahan Data Baru)

Rp.-----  51.500.000

10. Tanah seluas 104 m2 , di Kabupaten 

BOGOR, yang berasal dari HASIL 

SENDIRI, perolehan tahun 2012 

(Penambahan Data Baru)

Rp.-----  10.712.000

11. Tanah & Bangunan seluas 80 m2 & 

140 m2, di Kabupaten BOGOR, 

yang berasal dari HASIL SENDIRI , 

perolehan tahun 2013 (Penambahan 

Data Baru)

Rp.-----  86.700.000
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12. Tanah & Bangunan seluas 60 m2 & 

22 m2, di Kabupaten BOGOR, yang 

berasal dari HASIL SENDIRI , 

perolehan tahun 2013 (Penambahan 

Data Baru)

Rp.-----  60.226.000

13. Tanah & Bangunan seluas 110 m2 & 

80 m2, di Kabupaten BOGOR, yang 

berasal dari HASIL SENDIRI , 

perolehan tahun 2014 (Penambahan 

Data Baru)

Rp.-----  51.730.000

14. Tanah seluas 271 m2 , di Kabupaten 

BOGOR, yang berasal dari HASIL 

SENDIRI, perolehan tahun 2014 

(Penambahan Data Baru)

Rp.-----  27.913.000

15. Tanah seluas 271 m2 , di Kabupaten 

BOGOR, yang berasal dari HASIL 

SENDIRI, perolehan tahun 2014 

(Penambahan Data Baru)

Rp.-----  27.913.000

16. Tanah seluas 271 m2 , di Kabupaten 

BOGOR, yang berasal dari HASIL 

SENDIRI, perolehan tahun 2014 

(Penambahan Data Baru)

Rp.-----  27.913.000

17. Tanah seluas 271 m2 , di Kabupaten 

BOGOR, yang berasal dari HASIL 

SENDIRI, perolehan tahun 2014 

(Penambahan Data Baru)

Rp.-----  27.913.000

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI 

DAN MESIN LAINNYA

----------

Rp.  193.500.000 Rp.  0b. PETERNAKAN, 

PERIKANAN, 

PERKEBUNAN, 

PERTANIAN, KEHUTANAN, 

PERTAMBANGAN DAN 

USAHA LAINNYA

-----

1. PETERNAKAN, sejumlah 49 EKOR 

KAMBING, yang berasal dari HASIL 

SENDIRI, perolehan dari tahun 2003 

sampai dengan 2011  (Penghapusan 

Data Karena Dijual)

Rp. ----- 73.500.000
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2. PETERNAKAN, sejumlah 16 EKOR 

SAPI PERAH, yang berasal dari 

HASIL SENDIRI, perolehan dari 

tahun 2009 sampai dengan 2011  

(Penghapusan Data Karena Dijual)

Rp. ----- 120.000.000

Rp.  10.250.000 Rp.  20.250.000c. HARTA BERGERAK 

LAINNYA

1. BENDA BERGERAK LAINNYA, 

yang berasal dari HASIL SENDIRI, 

perolehan dari tahun 1996 sampai 

dengan 2014  (Penambahan Data 

Baru)

Rp. Rp. 10.250.000  20.250.000

Rp. Rp.  0 0C. SURAT BERHARGA

Rp. Rp.  25.596.655 25.596.655D. GIRO DAN SETARA KAS 

LAINNYA

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI Rp. Rp. 25.524.354  25.524.354

2. Yang berasal dari --- Rp. Rp. 72.301  72.301

Rp. Rp.  0 0E. PIUTANG

Rp.  630.538.655TOTAL HARTA (II) Rp.  1.082.142.655

-----

III.  HUTANG Rp. Rp. 19.736.132  224.652.461

1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN 

UANG (Penambahan Hutang baru)

Rp. Rp. 4.315.200  135.565.200

2. Hutang dalam bentuk PINJAMAN 

BARANG (Penambahan Hutang 

baru, Perubahan atas data yang 

dilaporkan sebelumnya)

Rp. Rp. 15.420.932  89.087.261

Rp.IV.  Rp. 610.802.523  857.490.194TOTAL HARTA KEKAYAAN 

( II - III )
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RONI DWI SUSANTO BUDI WALUYA

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

PLH. DEPUTI

MENGETAHUI, DIREKTORAT PENDAFTARAN 

DAN PEMERIKSAAN LHKPN

PLH. DIREKTUR

Jakarta,23 Juni 2015

TTD TTD

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak 

dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang 

bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
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